PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR Lﬂ TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI MANDAU
KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten
Siak Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2023 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, tambahan
Lembaran Negra Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Tahun 2017 Nomor 1312};



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Tahun 2019 Nomor 1447},

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1};

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Siak Nomor 88 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK TAHUN
2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

® o

Daerah adalah Kabupaten Siak.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya
dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Siak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebgai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 25 (dua puluh
lima} tahun.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk priode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan kepala daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen
Perncanaan Daerah untuk priode 1 (satu} tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu)
tahun.

BAB II
FUNGSI RENSTRA KECAMATAN SUNGAI MANDAU TAHUN 2025-2029
Pasal 2
Renstra Kecamatan Sungai Mandau merupakan dokumen Perancanaan
Kecamatan Sungai Mandau untuk priode 5 (lima) tahun terhitung mulai
tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
Renstra Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2025-2029 memuat tujuan,
sasaran, program, Kkegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan
pilihan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Mandau.
Renstra Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-
2029.
Renstra Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja
Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN SUNGAI MANDAU
TAHUN 2025-2029
Pasal 3
Sistematika Renstra Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2025-2029 sebagai
berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN.
b. BABII : GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT SUNGAI
MANDAU.

¢. BABIII : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

d. BABIV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

e. BABV : PENUTUP.

Penjabaran Renstra Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2025-2029

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI MANDAU
Pasal 4
Perubahan Renstra Kecamatan Sungai Mandau dapat dilakukan apabila
terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.



(2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra Kecamatan Sungai Mandau
dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output,
jumlah output, target program, target kegiatan, target sub kegiatan dan
target sasaran.

(3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi
tidak merubah target akhir pencapaian sasaran dan program Kecamatan
Sungai Mandau, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan
perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja Kecamatan
Sungai Mandau.

(4) Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikuti dengan
perubahan atas peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan
Sungai Mandau.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Dit
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pkan di Siak Sri Indrapura
tanggal, (¢ ((Januari 2026

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal \ " Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR &/



